FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT KELURAHAN ULAK KARANG
UTARA TIDAK MEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
LANGSUNG KOTA PADANG TAHUN 2010

SKRIPS

Digjukan untuk Mencapai Gelar Sarjana I Imu Politik
Pada Fakultas | Imu Sosial dan I1mu Politik Universitas Andalas

Oleh

RICHE ELVANORA

04193002

JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTASILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITASANDALAS
PADANG
2011



ABSTRAK

RICHE ELVANORA, 04193002, Skrips dengan judul Faktor Penyebab
Masyarakat Ulak Karang Utara Tidak Memilih Pada Pemilihan Kepala Daerah
Langsung Kota Padang Tahun 2010. Pembimbing 1 Drs. Wahyu Pramono, M.s dan
Pembimbing 11 Andri Rusta, S.IP, M.PP, Fakultas IImu Sosial dan IImu Palitik,
Universitas Andalas. Padang. Skrips ini terdiri dari 80 halaman dengan 17 referens
buku, 4 skripsi, 2 artikel internet, dan 4 Undang-Undang.

Penelitian ini melihat faktor penyebab masyarakik(Karang Utara tidak memilih pada
pemilihan kepala daerah langsung Kota Padang ta@u@. Variabel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah alasan mengapa orang tidakihtepada pemilihan kepala daerah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalalanktatif dengan tipe penelitian
deskriptif. Adapun teknik yang digunakan dalam pengulan data adalah kuesioner dan
wawancara langsung dengan responden. Sedangkaisaadata menggunakan program
SPSS 15.00 dengan analisis data menggunakan arfiadlgiensi.

Dari penelitian yang dilakukan dilapangan ditemullate bahwa perilaku memilih memiliki
hubungan yang erat dengan alasan orang tidak nhepalla pemilihan kepala daerah, ini
dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi pealaseseorang untuk tidak memilih, yaitu:
faktor psikologis, faktor sistem politik, faktor ercayaan politik dan latar belakang status
sosial ekonomi.

Kata kunci:Masyarakat Kelurahan Ulak Karang Utara, Faktor Penyebab Masyarakat Tidak
Memilih, Pemilihan Kepala Daerah.



BAB 1

PENDAHUL UAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum merupakan tahapan awabk@lidasi demokrasi di Negara-negara
yang menganut sistem tersebtlekanisme ini dianggap sebagai wujud kedaulasyat
karena memberikan kesempatan kepada rakyat agat dag menentukan siapa yang
mewakili mereka di dalam pemerintah. Indonesia gabaegara yang menganut sistem
demokrasi menyatakan dalam Undang-Undang No. 2htaB03 Tentang Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden bahwa : Pemilihan Umum yanghgailaya disebut Pemilu adalah sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara KesBRejaublik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Repuldnésia tahun 1945, untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilkzer&h, Presiden dan Wakil Presiden,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsih daggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten / Kata

Proses Pemilihan Kepala Daerah secara langsungm@iupakan sebuah jaminan
keberlangsungan dalam proses demokrasi. Selaimispie terhadap perbaikan kualitas
kepemimpinan disebuah daerah, momentum PemilihgraldeDaerah secara langsung juga

merupakan proses pembelajaran politik bagi masgarak

Konteks pembelajaran politik di sini meliputi bedyga hal pertama, Pemilih Kepala Daerah
secara langsung menuntut kesiapan rakyat untukniesgalurkan kepentingan—kepentingan,

sehingga bentuk sikap politiknya merupakan cernain kebutuhan yang ingin diwujudkan.

! Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia, Pemiliharideresangsung 2004 dan Masalah Konsolidasi
Demokrasi di Indonesia, LIPI Press, Jakarta, 26086,: 17
2 pasal 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentengl® Presiden dan Wakil Presiden.



Dengan cara demikian, maka kedaulatan rakyat akpatderwujudKedua, rakyat memilih
kedaulatan penuh untuk menentukan pilihan poligktgrhadap figur calon yang ada. Dari
hal tersebut mereka akan mempunyai kemandiriankumgnentukan pilihan sesuai dengan
hati nuraninya, sehingga kualitas partisipasinypatadipertanggung jawabkaretiga,
rakyat juga dituntut kedewasaan politiknya, merdleaus mempersiapkan mental untuk
menerima perbedaan pilihan politik di antara mesakadiri, meskipun secara tidak langsung
kedewasaan politik ini sudah dibuktikan dalam pdmail Presiden yang berlangsung secara

aman, tertib dan demokratis.

Pemilihan Kepala Daerah yang diharapkan adalahliPamikepala daerah yang menegakkan
prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, egabtar supermasi hukum, dan reprentasi yang
maksimal dan optimal dalam penyelenggaraan. PeamiliKepala Daerah Demokratis

membutuhkan keterlibatan masyarakat yang bukanahaelkedar memilih saja, namun juga
akses masyarakat untuk ikut serta secara langsalaghdnenentukan calon kepala daerah
yang bakal dijadikan sebagai pemimpin mereka. Miska@ konvensional yang bisa di

lakukan adalah dengan mengikutsertakan masyarakaigai kader dan simpatisan partai
politik yang terlibat dalam konvensional penjaringzalon kepala daerah yang berasal dari

kader politik.

Selain itu bisa dilakukan juga misalnya bagi maskar yang non-partisipan untuk
melakukan penjaringan calon kepala daerah dengamberguk kaukus politik untuk
Pemilihan Kepala Daerah yang akan menghasilkamdadpala daerah yang akan didukung
untuk bertarung di arena terbuka dalam Pemilharakéepaerah Langsung. Segala hal bisa

dilakukan ketika kesadaran politik masyarakat cubai.

Pemilihan Kepala Daerah demokratis juga membututketerlibatan masyarakat dalam

melakukan mekanisme pengawasan dengan pengonpelaksanaan dan penyelenggaraan



Pemilihan Kepala Daerah. Misalnya dengan diberlaknlya kebebasan dan kewenangan
bagi Komite Independen masyarakat pengawas danopenf Pemilihan Kepala Daerah.
Komite ini akan bekerja untuk melakukan pengawagam pengontrolan Kinerja Komisi
Pemilihan Umum, kinerja partai-partai politik pdasePemilihan Kepala Daerah, kinerja
calon kepala daerah, kinerja kelompok pengusungncdepala daerah lainnya dan
sebagainya. Hal itu dilakukan untuk meminimalisiolifk uang, politik kekerasan,
pelanggaran hukum, dan lain-lain yang akan menggiannya Pemilihan Kepala Daerah

Demokratis yang baik dan benar.



BAB V11

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan Bab terdahulu, dalam kerangka teoritis, pendeskripsian

dan pengujian statistik maka penelitian dapat megekesimpulan sebagai berikut:

7.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan terhadap factor mdrap masyarakat Ulak Karang Utara
tidak memilih pada Pemilihan Kepala Daerah Langskdotpa Padang Tahun 2010, maka
dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Pemilkgpala Daerah Langsung Kota
Padang masih banyak masyarakat yang tidak memdida psaat pemilihan, khususnya
masyarakat di Kelurahan Ulak Karang Utara. Keadaandisebabkan karena faktor
psikologis, faktor sistem politik, faktor kepercayapolitik dan latar belakang status sosial

ekonomi.

Berdasarkan analisis data didapatkan bahwa tinggdahnya perilaku seseorang untuk
memilih atau tidak memilih dipengaruhi oleh bebearégktor, yaitu faktor psikologis diukur
melalui: adanya kehadiran orang lain (kurang meayskap panitia) suasana TPS, adanya
ancam dari partai atau seseorang. Selain itu fastem politik diukur melalui: komposisi
responden berdasarkan ikut memilih atau tidak memgemahaman manfaat pemberian
suara, minat dalam memperoleh informasi hasil pbeot suara Pilkada dan pengetahuan

tentang sumber hukum.

Sedangkan faktor kepercayaan politik diukur melgdengetahuan visi misi pasangan calon
pada Pilkada, menghadiri kampanye pada Pilkadaggt@nhuan kinerja partai yang dipilih
pada Pilkada, partai politik yang diusung dan kis&rtaan berpartisipasi dalam partai yang

dipilih. Faktor terakhir dilihat dari latar belakgstatus sosial ekonomi yang diukur melalui:



keadaan ruang (wilayah) responden pada hari penmmguara, keadaan ekonomi keluarga,

dan pengaruh keluarga.

Setelah melakukan survei dan pengujian statistikknmdikan bahwa, ternyata Faktor
Penyebab Masyarakat Ulak Karang Utara Tidak Men#dda Pemilihan Kepala Daerah
Langsung Kota Padang memang mempengaruhi ketiddkahapolitik pada Pemilihan

Kepala Daerah Langsung Kota Padang.

7.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadagrilaku memilih masyarakat Ulak
Karang Utara dan faktor-faktor yang berhubungargderalasan orang tidak memilih, maka

peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenaidakenyebab masyarakat tidak

memilih pada Pemilihan Kepala Daerah.

2. Masyarakat Kelurahan Ulak Karang Utara seharusnghihl meningkatkan
kesadarannya dalam proses pemilihan, terutama dainpemberian suara pada

Pemilihan Kepala Daerah Langsung.

3. Pemerintah perlu memberikan pendidikan politik scaaksimal kepada masyarakat
Ulak Karang Utara khususnya, dan kepada selurulyaresat Indonesia umumnya,
agar mereka dapat menumbuhkan rasa kesadaranaprpeases Pemilihan Kepala

Daerah.
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